SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah
pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan
telah memiliki kemampuan yang sama dengan guru
penggerak sehingga perlu diberikan rekognisi
pembelajaran lampau untuk memperoleh sertifikat
guru penggerak;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Pendidikan Guru Penggerak belum memenuhi
kebutuhan hukum rekognisi pembelajaran lampau bagi
guru pada sekolah menengah kejuruan sehingga perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Pendidikan Guru Penggerak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan
Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 608);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENDIDIKAN GURU PENGGERAK.

Pasal I
Ketentuan Pasal 10 huruf d ayat (1) dalam Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Pendidikan Guru Penggerak memberikan rekognisi
pembelajaran lampau dengan memberikan

pengurangan beban belajar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 terhadap:

a. Guru sebagai pelatih ahli pada PSP;

b. Guru sebagai Fasilitator pada PSP;

c. Guru sebagai Pengajar Praktik pada pendidikan
Guru Penggerak; atau

d. Guru yang memiliki surat keputusan penugasan
sebagai kepala sekolah yang ditetapkan sebagai
pelaksana PSP atau program sekolah menengah
kejuruan  pusat  keunggulan dan @ telah
melaksanakan tugas pada PSP atau program
sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
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(2) Pengurangan beban belajar terhadap Guru sebagai
pelatih ahli pada PSP dan Guru sebagai Fasilitator pada
PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, dan Guru sebagai Pengajar Praktik pada
pendidikan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak 76%
(tujuh puluh enam persen).

(3) Pengurangan beban belajar terhadap Guru yang
memiliki surat keputusan penugasan sebagai kepala
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 640

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001
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